PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Sapta Taruna - Krooy Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat (Kode Pos: 98654

Kaimana, 22 April 2024

Nomor 100032 /222

Sifat : SEGERA

Lampiran : -

Perihal : Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Kepada Yth,

Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Distrik
di Lingkungan Pemeritah Daerah Kabupaten Kaimana (Daftar Terlampir)
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Keluar Nomor 000.3.1/107/2024, Tanggal
26 Februari 2024 yang telah dikirimkan kepada Pimpinan OPD dan
berdasarkan hasil rekap data SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan) di Kabupaten Kaimana Tahun 2024 pertanggal 17 April 2024
pukul 14.45 WIT, paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah
diumumkan pada SiRUP adalah sebanyak 405 Paket RUP dari 2 (Dua) OPD
yang telah mengumumkan pada SiRUP. Oleh sebab itu disampaikan kepada
para Pimpinan Organisasi Perangat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kaimana agar segera melakukan langkah-langkah
percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai
berikut:

1. PA/KPA segera menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Pejabat Pengadaan (PP);




2. PPK segera menetapkan Tim Pendukung/Tim Ahli/Tenaga Ahli untuk
membantu tugas-tugas PPK;

3. PPK dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
Penyedia agar dapat berpedoman pada:

a. PERPRES 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

b. PERPRES 17 TAHUN 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di
Provnsi Papua dan Papua Barat

c. PERPRES 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

d. PERLEM LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
PERLEM LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

f. PERLEM LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

g. Dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih berlaku.

4. Segera melakukan reviu pemaketan bersama Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa (penentuan metode PBJ), menetapkan dan
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP yang
seharusnya selambat-lambatnya diumumkan pada tanggal 31 Maret
2024.

S. Berdasarkan hasil identifikasi Paket Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (PBJ), PA/KPA bersama PPK menentukan paket PBJ
dengan kriteria merupakan proyek strategis daerah, beresiko tinggi dan
bersifat kompleks, berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas,
untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan bernilai relatif
besar maka, PA/KPA menyampaikan Surat Usulan Daftar Paket Proyek
Strategis PBJ kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kaimana. Usulan Daftar Paket Paket PBJ tersebut akan
direkap dan dimasukan dalam Daftar Proyek Strategis PBJ, setelah itu
melalui Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kaimana akan



diproses untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kaimana
yang kemudian sebagai bahan permohonan Pengamanan
Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Daerah (PSD)
kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

6. Percepatan persiapan pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang
bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2024.

Hal ini sangat penting dilakukan guna mewujudkan pengadaan yang
menghasilkan value for money dan tentunya akan berdampak pada
Optimalnya Realisasi Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Apabila ada hal-hal yang belum jelas terkait langkah-langkah percepatan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut, segera dikoordinasikan
langsung ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Kaimana.

Demikian untuk dilaksanakan dengan segera. Atas perhatian dan

kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

<

&Drs. Donald Raimond Wakum
Pembina Utama Madya
NIP.19731229 199403 1 002

Tembusan Kepada Yth:
1. Bupati Kaimana



Surat ditujukan Kepada Yth:

1.~ Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2+~ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4/ Badan Pendapatan Daerah

5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang

7Y Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8.v Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

9. v Dinas Kesehatan

10.” Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

11/ Dinas Komunikasi dan Informatika

127/ Dinas Lingkungan Hidup

13v Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

14.v Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan

15./ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

16.Y Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

17. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja

18v Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

19.¥ Dinas Perhubungan

20 Dinas Perikanan

21~ Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

22.v Dinas Pertanahan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

23. - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan KB

24./ Inspektorat

25.Y Rumah Sakit Umum Daerah

26Y Sekretariat Daerah

27.” Sekretariat DPRD

28. Y Distrik Buruway

29.v Distrik Kaimana

30~ Distrik Kambrauw

31.V Distrik Yamor

32. v Distrik Arguni Bawah

33Y Distrik Teluk Arguni

34. Distrik Teluk Etna



